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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3/78 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan resiko dilaksanakan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasatr;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah  wajib
melakukan penilaian resiko, sehingga diperlukan pengaturan
untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam dalam
mengelola resiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasatr;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang
perlu menyusun Surat Keputusan Pengelolaan Resiko di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);


http://perijinan.denpasarkota.go.id/

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah
diubah beberapa kali,terakhir dengan undang-undang Nomor 19
tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesai tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang
Pedoman Pengeloaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
TENTANG PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN  DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR TAHUN 2024

Pasal 1
(1). Pengelolaan Resiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dilakukan atas
Resiko Strategis dan Risiko Operasional.
(2). Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pengembangan budaya sadar resiko
Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2024.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2024
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